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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026, sebagaimana telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun
2024 telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 — 2024;

. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara Jo. Undang — undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang —
undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal, Jo. Undang - undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);










KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun
dengan Sistematika sebagai berikut:

a. Babl : Pendahuluan
b. Bab Il : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024
c. BabIll :Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
d. BabIV :Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
e. BabV
KETIGA :  Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi

Pedoman dalam:

a. Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan bagi seluruh unit
kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 2025;

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2025.

KEEMPAT ¢ Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di
dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:
1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABU TAPANULI UTARA,

JONNER JULéER, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 197007182005021001




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya
semata, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017. Dan Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 — 2026.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan
tugas, pokok dan fungsinya yang memuat informasi tentang rumusan rencana kerja, program,
kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Tarutung Oktober 2024
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28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
29) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-
2026;

30) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2005 - 2025;

31) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08
Tahun 2021;

32) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 - 2037;

33) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024

34) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

35) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;

36) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk
menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari
perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran.
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

'EMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

- - — —_—
2.(18. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Perencanaan , Penganggaran, dan Terlaksananya Penyusunan dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen o
RIS D1 it Winarts Pttt Dodsil /| st ritins Sebelumnya T Bpicustien Lk LAKIP LAKIP LAKIP 100% |1 Dokumen LAKIP|1 Dokumen LAKIP 1990
11/18.[o1.[2. o1.]o1. g::’g;;‘:ﬁ;a;a’i;’;‘men Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen - 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5 "
2.|18.J01.|2. 01.{06.|Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | /X" Laporan Capaian Kinerja dan 1 Dokumen LAKIP | 1 Dokumen LaK[p| » Dokumen I Bokumen 100% | 1 Dokumen LAKIP | 1 Dokumen LAKIP 100%
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAKIP LAKIP
2. |18.|01.|2. 01.{07.|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah 12 Laporan - 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100%
P!
2.(18/01/2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Gaji dan Gaji dan Gaji dan Gaji dan Tunjangan | Gaji dan Tunjangan
Daerah Terlaksananya Penatausahaan dan ASN dan Tunjangan ASN | Tunjangan ASN | Tunjangan ASN ASN dan ASN dan
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan dan dan Penati haan Penat haan
Kt Penyusunjz; Laporan Keuangan | Keuangan SKPD 12 | Penatausahaan | Penatausah Penatausahaan | 100% | Keuangan SKPD 12 | Keuangan SKPD 12 100%
Tahun Sebelumnya Bulan serta Lap. Keuangan SKPD | Keuangan SKPD | Keuangan SKPD Bulan serta Lap. Bulan serta Lap.
Keuangan 12 Bulan serta 12 Bulan serta | 12 Bulan serta Keuangan Keuangan
Lan. Keuanaan Lan. Keuanaan | Lan Keuanaan
2.[18]01/2. 02/01)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN #;’;ﬁ:‘:gg“:gﬁang menerima Gafidan | 5e rong/ Bulan| 14 Bulan Orangz/SBulan Orang2/4Bulan 100% | 24 Orang/Bulan | 24 Orang/Bulan 100%
; Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan o 5
2.118)01.)2. 02,03, Pengujian,Verifikasi Keuangan SKPD " Veri ; Reuarigan, SKPD 50 Dokumen 12 Bulan 50 Dokumen 50 Dokumen 100% 50 Dokumen 50 Dokumen 100%
2. 118lo1l2. 0205 Koordinasidan Penyusunan Laporan |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen Lap. | 1 Dokumen Lap.| 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Lap. | 1 Dokumen Lap. 100%
1 il I"7"|Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD Keuangan Keuangan Lap. Keuangan | Lap. Keuangan Keuangan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.118401./2. 02.07|Keuangan Bulanan/ shisalith:laporan: Renmgres bl / 14 Laporan - 14 Laporan 14 Laporan 100% 14 Laporan 14 Laporan 100%

Triwulan/Semesteran SKPD

triwulanan/ semesteran SKPD
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61. 2.

Mmlnhtul Umum Perangkat

Ter K
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2. Yy A Umum
Pe, ket Dagrh 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan Komponen Instalasi o Homponer instal
e 5
2. |18.|01.|2. 06.]|01. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ijstnjc./ ,Penerangan Bangunan Kantor yang 12 Paket 12 Bulan 5 Paket 5 Paket 100% S Paket 5 Paket 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan "
2. 118.01.]2. 06./02. Kasitor Kantor yang disediakan 12 Paket 12 Bulan 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100%
2. [18./01.[2. 06.|03.|Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ‘;:.‘S':Z:l‘k};"nke’ Rerclatan RumanTangga, 12 Paket 12 Bulan 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan o
2. |18.|01.[2. 06.]05. Penggandaan Penggandaan disediakan 12 Paket 12 Bulan 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100%
2. [18.|01.]2. 06.|08.|Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 Bulan Laporan Laporan 100% - - 0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 5
2. |18.|01.]2. 06.]09. Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100%
2./18,/01./2. 08, Penyediaan Jasa P ijang U: Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa &
Pariarintalivg 1 komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
2. |18.|01.]2. 08.|01.[Penyediaan Jasa Surat Menyurat ‘Aj;e’:ld:uh’m} pan Pengeaiann Jasa Surat 1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
. — Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2. [18.[01.]2. 08.|02. g:}‘}; °:’i‘:znaﬁsi:t§;m"“’kas" Egbes Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100%
yang disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
o X 42. s 5 1 0, 0,
2. [18./01.]2. 08.]|04.|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelay Ui Keiritor yang diseciakar 2 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100%
2.118,01.{2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas,
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penduku antor
geny eldl;aan Ja:a P;::zlli(h;r a?jn, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
9, 118,|01. ]2 69,|o1.[FoRshaan dankdjak Sencardan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 5 Unit 12 Bulan 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 5 Unit 100%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas S dibaecke iak
Jabatan n dibayarkan pajaknya
2. [18./01.|2. 09.|06.|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;‘;th Pkt o MR R e 8 Unit 12 Bulan 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%
2. [18.l01.12. 09.|09. Pemehharaan/Rel?ablhtasx Gedung Kantor Ju(nlah Gedung.Kar.ltor dan Bangunan 1 Unit 12 Bulan 1 Unit 1 Unit 100% . . :
dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
2. |18./01.12. 09.|11.|Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6 Unit 12 Bulan 10 Unit 10 Unit -
Bangunan Lainnya yang diperlihara
wpan Pemberian
Fasilitas/ I tif dibidang Pe
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 10 Investor 5 Kali 5 Kali 5 Kali & S5 Kali 5 Kali -
Kabupaten/ Kota

Renja DPMPTSP Tahun 2025
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 3 <o
2. [1802.|2. 01.[01.|Dibidang Penanaman Modal yang menjadi ;’”"’"Z‘ z’di:"";"‘::mbe”“" - “s‘"'“é . 10 Investor 5 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota nsentif dan kemudahan penanaman mo
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha
2.|18.|02.12. 01.| 2|Fasilitas/Insentif dan Kemudahan dari yang memperoleh insentif dan - - - - - - - -
Penanaman Modal kemudahan berusaha di daerah
2.118/02./12. 02.| |pemt Peta Potensi I i Tersedi dokumen Peta Potensi Investasi o :
Kabupaten/Kota Kabupaten, Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 2 D 2 D - 2 Dokumen 2 Dokumen -
Penyusunan Rencana Umum Penanaman |Jumlah Perda rencana umum penanaman ~
2. 118.102.]12. 02.|01. Modal Daersh Kabupaten /Kota modal daerah Tapanuti Utara 1 Dokumen Perda |1 Dokumen Perda - - - - “
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Jumlah peta potensi dan peluang usaha o H
2. [18.]02.]2. 02.|02. Usaha Kabupaten/Kota kabupaten tapanuli utara 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2. |18.03.(2. 01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah | serta keikutsertaan pada kegiatan promosi
Klbny-tenlmw penanaman modal 2 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen = 1 Dokumen 1 Dokumen =
2, 118.{03.[2. 01.]|01. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman  |Jumlah dokumen strategis promosi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - - -
Modal penanaman modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman |Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi & o
2. /18.]03.]2. 01.|02. Modal Daerah Kabupaten /Kota Penanaman M 6 Event 3 Event 6 Event 4 Event 67% 1 Event 0 Event 0%
2. 118,04.(2, 01, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Tercapainya p katan kapasit
|secara Terpadu Satu Pintu dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan
Penanaman Modal yang menjadi terpadu satu pintu serta tersediany. 650 Doku 114 kume
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | SN o 650 Dokumen dan | 650 Dokumen dan iz 3:;015 " | 1770, | 650 Dokumendan | 1140 Dokumen dan e
te:l fop el peﬁ;inaudannon 15 pengaduan 15 pengaduan il = 10 pengaduan 1 pengaduan
| perizinan yang menjadi kewenangan
daerah
5 . Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan
(l;eny;dlaan ‘P.el?rlla:)l::lb:eirpg?s\iel:;nzlnan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
2. 118.|04.]2. 01|y, [SenYonpenzaba g ! . | Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan 650 Pelaku usaha | 940 Dokumen | 650 Dokumen | 1148 Dokumen | 177% 650 Dokumen 1140 Dokumen 175%
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi = " "
secara Bleltronik Penzman Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
fi h kegiat aha i pelaku
T N —
2. [18.[04.|2. 01.|02.|perizinan dan non perizinan penanaman Zo”"gtmen peﬁzif:n bemsahap P 20 Kegiatan Usaha s Usfhaa" U:g‘h‘;a“ 100% | 20 Kegiatan Usaha | 20 Kegiatan Usaha 100%
al
(e perizinan penanaman modal
Renja DPMPTSP Tahun 2025 13
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RO et % 0 S
Penyediaan Layanan Konsultasi dan |jumlah Orang yang memperoleh layanan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat konsultasi dan terkelolanya Pengaduan o ”
2. (18.|04.12. 01.]03. terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan | Masyarakat terhadap Pelay Terpadu 10 Orang 1 Pengaduan 10 Pengaduan 1 Pengaduan 10% 10 Pengaduan 1 Pengaduan 10%
Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
\jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan yang melakukan koordinasi dan i g . . .
2- {18.108.12. OL. 104 L riberian Gallitasinsentir deerah sinkronisasi penetapan pemberian 20.Kegiatan Usaha . ) -
fasilitas/ insentif daerah
2.18/05./2. 01, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Tersedianya profil hasil pemantauan dan
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Leriiik Horif 350 pelaky 1
Eabupaten/Eota s Y Y b 2 salia, 350 pelaku 223 pelaku
pa kepemilikan izin dan bimtek/ sosialisasi 70 pemilik 223 pelaku usaha, ik 45 50 i3 223 pelaku usaha, | 223 pelaku usaha, i
ke dahan ber ha serta validasi faktual | bang dan 80 |59 Kegiatan Usaha Kedi Usak Keai Usak 59 Kegiatan Usaha | 59 Kegiatan Usaha
dan berita acara pengawasan terhadap BAP 9 9
| pelaku usaha
\jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan |yang melakukan koordinasi dan . 40 Kegiatan 40 Kegiatan = i o 5
2. 118.|05.]12. 01.]01. Pelaksanaan Penanaman Modal sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan 40 Kegiatan Usaha - Usaha Usahs 100.0% | 40 Kegiatan Usaha | 40 Kegiatan Usaha 100.0%
penanaman modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan 350 pelaku 350 pelaku o o
2. [18.[05.]2. 01.[01. Pelaksanaan Benanaman: Nodel | pembindarn pelaksanaan penanaman modal 350 pelaku usaha | 223 pelaku usaha o saha 100.0% | 240 pelaku usaha | 227 pelaku usaha 94.6%
|jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan |yang koordinasi dan sinkronisasi, " . 40 kegiatan 58 Kegiatan - 5 " o
2. |18.|05.12. 01.[01. Pelaksanant: Peranamean Modal Bein . pelak e . 40 kegiatan usaha |59 Kegiatan Usaha \saha Waha 145.0% | 250 Kegiatan Usaha | 355 Kegiatan Usaha 142.0%
modal
4.118,08.2. 01, Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang erlak wa pemelih ISO, survey 1 Sertifikat ISO, IKM | 1 Sertifikat ISO, 1 Sertifikat ISO, | 1 Sertifikat ISO, 100% 1 Sertifikat ISO, IKM | 1 Sertifikat ISO, IKM 100%
Terintegrasi pada Tingkat Daerah IKM dan LKPM dan LKPM IKM dan LKPM IKM dan LKPM | IKM dan LKPM dan LKPM dan LKPM
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan ~ |Jumlah data dan informasi perizinan dan
Data dan Informasi Perizinan dan Non non perizinan berbasis sistem pelayanan . 5 . . . .
S A 2y " i 1 Sertifikat ISO, IKM| 1 Sertifikat ISO, | 1 Sertifikat ISO, | 1 Sertifikat ISO, ~ 1 Sertifikat ISO, IKM| 1 Sertifikat 1SO, o
2. |18.(06.|2. 01.[01. Perfz*nan Berbasis Slsxt?m Pclay'a.nan penzman berusa}fa tenmfegr?si secara dan LKPM IKM dan LKPM IKM dan LKPM | IKM dan LKPM 100% dan LKPM IKM dan LKPM 100%
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan
Elektronik dimanfaatkan
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan
salah satu instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang
melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang berhubungan dengan
penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu
kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai instansi yang memberikan
pelayanan terpadu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu bekerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada Standar
Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya pedoman pada SOP tersebut, maka
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dijalankan dengan baik.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2024, Dinas penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tapanuli Utara telah meraih Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti
keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal peningkatan
pelayanan publik, dan pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan standar mutu
ISO tersebut, maka perbaikan sistem pelayanan harus dilakukan setiap waktu
sehingga diperoleh tingkat pelayanan yang prima. Sehingga dalam penilaian
kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang rutin dilaksanakan oleh
Ombudsman, pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat
dikategorikan Baik dan berada pada Zona Hijau. Hal ini dapat terlihat dari jumlah
izin yang diterbitkan pada tahun 2024 sebanyak 1.140 izin dengan persentase
izin yang terbit tepat waktu adalah 90,35%. Untuk itu diharapkan di tahun 2025
untuk menaikkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu diharapkan persentase

izin yang terbit tepat waktu dapat mencapai 92%, terdapat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara

'EMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator SPM/Standar Nasional IKK ﬁﬁg‘;
Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 | Tahun 2024 | Tahun 2025
( Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) ( Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)
1 2 < 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Nilai Investasi [RAIEE R e 100% 100% 100% 100% 586.8% 82,34% 100% 100%
Tahun 2021
Perbup Nomor 61 Tahun
Persentase Ijin yang 2020, dan Standar o o = 6 - 4 8 o
2 diterbifkan tepat wakiu Pelagasian Nomar30 91% 92% 91,50% 92% 90.59% 90.35% 92% 92%
Tahun 2021
Persentase
4 Persentase Peningkatan | Peraturan BKPM Nomor 5 Peningkatan B B B . : . N B
Nilai Investasi Tahun 2021 investasi di
kabupaten/kota
Perbup Nomor 61 Tahun Pe?n'erbltan
Cakupan Pelayanan Perizinan dan
i 2020, dan Standar s
5 |Perizinan yang Non Perizinan - - - - - - - -
o i Pelayanan Nomor 20
ditindaklanjuti Penanaman
Tahun 2021
Modal
Nilai Indeks Kepuasan | Permenpan RB Nomor 14 | Indeks Kepuasan = o 5 5 " o " "
6 T —— Tahun 2017 T 100% 100% 100% 100% 87,81% 87,81% 100% 100%
Persentase Temuan Permendagri Nomor 77 Temuan BPK dan
7 |BPK dan Inspektorat T ahugn 2020 Inspektorat yang - - - - - - - -
yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Nilai AKIP yang
Nilai hasil evaluasi Permendagri Nomor 18 diberikan o » 5 5 - o o 5
8 AKIP Tahun 2020 " 100% 100% 100% 100% 88,9% 93,68% 100% 100%
Daerah
note : semua target (semua kolom) diisi dgn persentase (% ) karena bersifat Outcome
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki
tugas dan fungsi antar lain:
1. Penyelenggaraan penyusunan program Dinas;
2. Penyelenggaraan promosi, perencanaan, Kerjasama dan pengembangan
penanaman modal;
Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;

Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

CAlE S

Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian
pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara difokuskan pada peningkatan nilai
investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan

dan non perizinan, promosi, dan penanganan pengaduan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah Rendahnya Nilai Investasi,
yang disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya jumlah realisasi penanaman modal;

2. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi
daerah yang berbasis IT di bidang penanaman modal;

3. Kurangnya regulasi dibidang penanaman modal,

a. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian fasilitasi/insentif

kepada para pelaku usaha.

b. Belum adanya regulasi tentang Strategi Promosi

4. Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha, yang disebabkan oleh:
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a. Minimnya sarana dan prasarana;
b. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia;

c. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis.

2.3.2 Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2025 - 2026 yang merupakan dokumen perencanaan di masa
transisi, memuat terkait isu strategis di Kabupaten Tapanuli Utara yang akan
diselesaikan. Isu strategis ini telah diselaraskan dengan Isu Strategis Global,
Nasional, Isu Strategis Lingkungan yang menjadi fokus pemerintah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional
2025 - 2045 terdapat 5 isu strategis yang menjadi fokus pemerintah dalam
mewujudkan visinya, yaitu:

1) Pendapatan per kapita setara negara maju;

2) Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang;

3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;

4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan

5) Intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Beberapa kondisi atau isu global telah diidentifikasi sebagai faktor yang
berpotensi mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan di Tingkat
daerah, meliputi:

1. Perubahan Iklim; Peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan kerusakan
lingkungan yang terjadi berpotensi memiliki dampak krusial pada
kehidupan Masyarakat. Meningkatnya emisi CO: menjadi isu utama yang
menjadi perhatian dunia global saat ini.

2. Artificial Intelligence (AI); keamanan siber Inovasi teknologi yang
berkembang pesat tidak memiliki dampak positif saja, namun juga memiliki
dampak negatif. Kehadiran Al berpotensi untuk menggantikan kemampuan
manusia saat ini. Selain itu keberadaan hacker mengancam keamanan
nasional dan kestabilan ekonomi global

3. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Gender; Ketidaksetaraan ekonomi,

akses terhadap Pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan serta
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ketidaksetaraan gender masih menjadi perhatian global. Beberapa negara

masih mengalami masalah kemiskinan, serta masih banyak negara yang
melakukan diskriminasi terhadap gender.

4. Ketegangan Geopolitik; Ketegangan antara negara - negara besar, seperti
AS-China dan Isu-isu, seperti penyebaran senjata nuklir dan konflik

regional mempengaruhi stabilitas geopolitik global.

Mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026,
ditetapkan 4 isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Uraian Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut;

1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

3. Optimalisasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan
Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah

4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

Berdasarkan hasil analisis kondisi daerah maka isu strategis Kabupaten
Tapanuli Utara adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat; kesejahteraan masyarakat adalah
kondisi dimana anggota masyarakat memperoleh akses dan kebutuhan
dasar yang memadai untuk hidup yang layak, termasuk kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, rumah, dan keamanan. Dalam menanggulangi
kemiskinan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Kualitas Infrastruktur Daerah yang Tangguh dan berkelanjutan;
Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi, misalnya peningkatan
struktur untuk jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan pada
beberapa wilayah agar lebih memadai akan meningkatkan konektivitas
antar wilayah sehingga masyarakat pada wilayah tersebut memperoleh
kemudahan akan akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan

lainnya.
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Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis
perizinan tertentu atau perizinan paralel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya pelaku usaha didalam pengurusan izin. Berbagai kemudahan telah
diberikan, yang diharapkan dapat menstimulasi animo masyarakat didalam

mengurus izin yang dibutuhkannya.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan tersebut masih terdapat beberapa
kendala yang dirasakan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia baik
secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta
keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik untuk
peningkatan Kapasitas SDM, monitoring, maupun peninjauan lapangan. Hal ini
menyebabkan pelayanan yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan maksimal.
Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan di tahun-tahun yang akan datang.
Disamping itu, perlu juga dilihat peluang dan potensi yang harus dikembangkan
dan diraih untuk meningkatkan pelayanan terpadu yang nantinya akan berdampak
pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat perkembangan dunia
usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat jelas bahwa potensi untuk
mengembangkan perizinan masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal inilah
yang perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan
Prioritas Tahun 2025

Sebagai garda depan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang
menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan utnuk
meningkatkan nilai investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan program dan kegiatan
yang mendukung peningkatan nilai investasi, serta pertumbuhan dan
pengembangan potensi unggulan daerah, beberapa langkah strategis yang akan
dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara adalah:
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2.4.

1. Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal.

2. Penyusunan Strategi dan Peningkatan Promosi penananam modal yang

lebih inovatif.

Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat

i S

Pemuktahiran data potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten

Tapanuli Utara

7. Peningkatan kualitas Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

8. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para

pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Apabila kita membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan terdapat kesamaan. Adapun kesamaan tersebut terjadi
karena adanya identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk
dapat segera dilaksanakan. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk dapat
melihat apakah rancangan awal OPD yang telah disusun sesuai dengan
kebutuhan riil.

Akan tetapi, disamping itu juga terdapat adanya perbedaan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi disebabkan
oleh adanya kebutuhan akan suatu kegiatan yang tidak diakomodir pada
rancangan awal RKPD. Perbedaan yang terjadi ini tidaklah mengurangi esensi
atau pun bertentangan dengan Rancangan awal RKPD, hanya saja untuk
menyikapi kekurangan-kekurangan didalam penyusunan sebelumnya serta
sebagai jawaban atas antisipasi isu-isu strategis yang berkembang secara

dinamis, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SRR
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG URUSAN PEMERINTAH WAIIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR
. Tt Bak Per | " P et Ji Dok Per
l:erfnca'naln ¢ ensans.gara_n . dan: DPMPTSP | Penganggaran dan Evaluasi 20 Dokumen 52,000,000.00 f il inga 4 ra_n A DPMPTSP |Penganggaran dan Evaluasi 20 Dokumen 33,719,990.00
Kinerja Perang| Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perang| Kinerja Perangkat Daerah
ki
Penyusunan Dokumen Perencanaan DPMPTSP Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 15,000,000.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan DPMPTSP Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dakiifen 10,000,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Daerah Perangkat
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan zz thzs;:ll:ah,ﬁoi:;g:stPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Z‘m ikhns:lr I:ah?it er;r]a SKPD
1]
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DPMPTSP PO as s 2 Laporan 7,000,000.00 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DPMPTSP e e . 2 Laporan 4,999,990.00
LA Penyusunan Laporan Capaian i Peny Laporan Cap
Kinerja'SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja:5KPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
mn Jumlah Laporan Evaluasi R Jumlah Laporan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTSP Perangkat Daerah 12 Laporan 30,000,000.00 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTSP Perangkat Daerah 12 Laporan 18,720,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat dan Laporan ; Admini: i K gan P gl dan Laporan xcua‘ngm
asiah DPMPTSP |, s : A 65 Dokumen 2,447,065,268.00 i DPMPTSP | o 1anan/s. e rcin diia 65 Dokumen 2,410,162,602.00
Tahunan SKPD Tahunan SKPD
i " . Jumlah Orang yang Menerima g 5 . Jumlah Orang yang Menerima
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP Gaji Dan Tunjangan ASN 25 Orang/ Bulan 2,380,015,268.00 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP Gaji Dan Tunjangan ASN 25 Orang/ Bulan 2,348,899,402.00
Jumlah Dokumen Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
haan d Pelak Penat haan d
idaks.a."aac Pi.r"(ata.l:(sa asn a:KpD DPMPTSP | dan Pengujian/ Verifikasi 50 Dokumen 53,050,000.00 Pe £ "a/ac ef':(a a,fa aan aSnKPD DPMPTSP | dan Pengujian/ Verifikasi 50 Dokumen 52,263,200.00
engujian/Verifikasi Keuangan Keuangan SKPD engujian/Verifikasi Keuangan Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 dokumen Laporan
DPMPTSP " p 7,000,000.00 . PT: " . ,000,000.!
Keuangan Akhir Tahun SKPD : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD DPMPTSP Koordinasi Penyusunan Laporan Reianian 5,000,000.00
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan A Koordinasi dan Penyusunan Laporan g:’“"‘;"/ g
Keuangan bulanan/ DPMPTSP | Demesteran Laparan 14 Laporan 7,000,000.00 |Keuangan bulanan/ DPMPTSp | emesteran an Laporan 14 Laporan 4,000,000.00
3 Koordinasi Penyusunan Laporan awul Koordinasi Penyusunan Laporan
triwulanan/semesteran SKPD Keuangan Bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD
Terlak ya Kegi Terlak wa Kegi
| Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik
DPMPTSP 12 bulan 3,000,000.00 DPMPTSP 12 bulan
pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat A pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat e
Daerah. Daerah
. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan fhi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
k L
Rekonsnlua.ls.lkd;n Pe:yus:n:::;poran DPMPTSP | Penyusunan Laporan Barang Milik 3 Laporan % };e OnSI:::_T_Ld;n Pe:yus:nzr:(P;poran DPMPTSP | Penyusunan Laporan Barang Milik -
Barang Milik Daerah pada Daerah pada SKPD arang Milik Daerah pada Daerah pada SKPD
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2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 32
: f Terlaksananya Kegiatan BT S = i Terlak Kegiat:
Py asi P s hust?
""“‘":‘"“' Nepogewaisn Parsnhst| Demprse | Sduminiatrast Repeguenten 12 bulan 26,000,000.00 A9 peg B3t | DPMPTSP |Administrasi Repegawai 12 bulan :
Daera| Perangkat Daerah vl Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pendataan dan P
Pendataan dan Pengolahan DPMPTSP | Pengolahan Administrasi Dokumen ;" ||Pendataandan Pengolahan DPMPTSP | Pengolahan Administrasi ‘
Administrasi Kepegawaian 3 Administrasi Kepegawaian y
Kepegawaian Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawoai Bierdasarkan. . Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jarmiah Pegaual },krdasarkan, i
Berdasarkan T dan 1 DPMPTSP  |Tugas dan Fungsi yang mengikuti 4 Orang # Berd xan T o . DPMPTSP | Tugas dan Fungsi yang mengikuti -
croasarkaniugas dansungst Pendidikan dan Pelatihan ercasarian. Tugas,dan rungs| Pendidikan dan Pelatihan
A : Jumlah Dok Administrasi PR Jumlah Dokumen Administrasi
A Umum P k
Admu:strass Mt Perengial DPMPTSP |Umum Perangkat Daerah yang 6 Dokumen 355,000,000.00 D b e b DPMPTSP |Umum Perangkat Daerah yang 6 Dokumen 231,963,715.00
Daera thioadia i tersedia
. . Jumlah Paket Komponen Instalasi 7 = Jumlah Paket Komponen Instalasi
| I P Instal
:e "Y:d:an Kompogen g a:' . DPMPTSP | Listrik/ Penerangan Bangunan 12 Paket 10,000,000.00 L.e :Y:;’:a" :(:mpm:n e a;' . DPMPTSP | Listrik/ Penerangan Bangunan 12 Paket 4,999,700.00
strik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang disediakan istrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan ] Jumlah Paket Peralatan dan
i Peralatan d
:enlyedlkaan Pelzalatan L DPMPTSP | Perlengkapan Kantor yang 12 Paket 65,000,000.00 gen'yedlzan e:('a at angan DPMPTSP | Perlengkapan Kantor yang 12 Paket 28,499,215.00
erlengkapan Kantor disediaka erlengkapan Kantor disediakan
ml Ji
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DPMpTsp |miah Paket Peralatan Rumah 12 Paket 20,000,000.00 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DpmpTsp |/imiah Paket Peralatan Rumah 12 Paket 7,498,800.00
Tangga disediakan Tangga disediakan
i P i Cetakan d
Penyediaan Barang Cetakan dan DPMPTSP Jumlah Paket Bamng Cefakan 12 Paket 25,000,000.00 enyediaan Barang Cetakan dan DPMPTSP Jumlah Paket Barang Ce?akan 12 paket 13,000,000.00
Penggandaan dan Penggandaan disediakan Penggandaan dan Penggandaan disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu DpmpTsp | Jumiah Laporan Fasilitasi 10 Laporan 5,000,000.00 |Fasilitasi Kunjungan Tamu oPMpTSP: | /2miat Laporan Rusititast 10 Laporan 3,000,000.00
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
s Jumlah Laporan Penyelenggaraan S Jumlah Laporan Penyelenggaraan
P Rapat Koord: d
P IR RSP Ko reRs DPMPTSP |Rapat Koordinasi dan Konsultasi 50 Laporan 2a0,000)000,00 | SPYelenamisann Rapat Konrdinasldmn) \oupres | et ioardinest da Novsultast 12 Laporan 174,966,000.00
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah DPMPTSP [P \jang Urusan P intak 9 Unit 140,000,000.00 |P jang Urusan P intah DPMPTSP |P jjang Urusan P intah - -
|Daerah Daerah yang disediakan Daerah Daerah yang disediakan
. Jumlah Unit Kendaraan . Jumlah Unit Kendaraan
ge"gadfa" :(E"da[aa" Dings DPMPTSP | Perorangan Dinas atau Kendaraan 2 Unit 60,000,000.00 ge”gad,aa” lKet"da[aa" Dinas BPMPTSP | Perorangan Dinas atau Kendaraan : i
parasionalatau Lapangan Dinas Jabatan yang disediakan gerasiohaiatatizapagan Dinas Jabatan yang disediakan
Pgngadaan Peralatan dan Mesin DPMPTSP Ju-mlah Unit Pefulat.an dan Mesin 7 Unit £0,000,000.00 Pelngadaan Peralatan dan Mesin DPMPTSP Jupﬂah Unit Per"alat‘an dan Mesin . .
Lainnya lainnya yang disediakan Lainnya lainnya yang disediakan
& i v Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Jumlah Kegiatan Layanan Jasa
sty g il Urusan | ppMpTSP |Penunjang U Pemerintah 3 Kegiatan 176,411,116.00 :‘“"e‘:":‘: ‘“; Pe":“"“‘ Urusan | poMPTSP |Penunjang U Pemerintat 3 Kegi 98,545,100.00
Pemerintahan Daeral Daerah yang dilaksanakan SsrIanan paury Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP pumiak EaporanRenyediaanJasa 1 Laporan 2,000,000.00 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP JumictLaporan Penyediaan Josa 1 Laporan 2,000,000.00
Surat Menyurat Surat Menyurat
. T Jumlah Laporan Penyediaan Jasa . T Jumlah Laporan Penyedit Jasa
P J K kasi, S 5 ; i
Penyed,'a:" JaL,sa 'f:m”"'kas" UME | pomprse |Momunikask Sunber Dage A dan 36 Laporan 65,000,000.00 Denye:'azn T_sat ,:m“"’ asl,SUMBEr | SumbTSP |Romunikasi, Sumber Dage Atr dan 36 Laporan 41,940,300.00
Dayaial-danListrl Listrik yang disediakan ayaialrdan Listr Listrik yang disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
P d J
Pefyediaan asa Pelayanan lmunm DPMPTSP | Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 109,411,116.00 Ke":’e Iasn:fasa Pefaysnar Limurs DPMPTSP | Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 54,604,800.00
Kantor disediakan antoy disediakan
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2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas,
Penunjang Urusan Pemerintahan DPMPTSP 5 9 15 Unit 146,000,000.00 |Penunjang Urusan Pemerintahan DPMPTSP b siCnctiing M 15 Unit 130,528,700.00
Prasarana Pendukung Kantor s Prasarana Pendukung Kantor i
Daerah yang terpelihara Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas . Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas .
PTSP s 5 Unit 85,000,000.00 : 3 i 5 Unit ,995,200.

Perorangan Dinas atau Kendaraan HRe Jabatan yang Dipelihara dan Perorangan Dinas atau Kendaraan DPMPTSE | abatan yang Dipelihara dan n 94,995,200.00
Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya

i Peralat Mesi i P li Mesi i
Pe.melnharaan eralatan dan Mesin DPMPTSP Juyﬂah Peralatqn dfm Mesin 3 Uit 11,000,000.00 e.rne iharaan Peralatan dan Mesin DPMPTSP Ju(nlah Peralata.n dfzn Mesin 8 Unit 11,882,800.00
Lainnya Lainnya yang dipelihara Lainnya Lainnya yang dipelihara

i e Jumlah Gedung Kantor dan g pr— Jumlah Gedung Kantor dan

lih,
:emte":a'a:"/ REhab":_ta.s' Gedung DPMPTSP | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 40,000,000.00 ie”;e ; da'a:”/ Re"ab"l'_'a,s' Gedung DPMPTSP | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 19,210,700.00
antor dan Bangunan Lainnya dipetitiara antor dan Bangunan Lainnya dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan im;a:uSamGn;jdan ;mstz;t:;:u Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan -.;un:;aifamg;idnn ;rarsuamnta
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | DPMPTSP natung ke 6 Unit 10,000,000.00 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor DPMPTSP sncuing o e 6 Unit 4,440,000.00

atau Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang
diperlihara

IANAMAN

atau Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang
diperlihara

Penetapan mberian
Fasilitas/Insentif Dibidang lah P Auteaah feominpan femberan Jumlah P Daerah
dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang dalam Pemberian
j P 1 Dokumen 45,000,000.00 I 14, i

::r‘::‘aan::nhg::la ly‘al'lg menjadi DPMPTS Fasilitas/Insentif dan ume ,000, Penehsman Modal ying menfadt DPMPTSP Fasilitas/ tif dan 1 Dokumen ,999,900.00
Hihik . ks K P Modal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kemudahan P Modal
Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah Perda dalam Pemberian Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah Perda dalam Pemberian
mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif| DPMPTSP | Fasilitas/ Insentif dan - - mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif | DPMPTSP | Fasilitas/ Insentif dan - -
dan Kemudahan Penanaman Modal kemudahan penanaman modal dan Kemudahan Penanaman Modal kemudahan penanaman modal

— .’ " Jumlah Kesepakatan Kemitraan T 3 i Jumlah Kesepakatan Kemitraan

kuk tasi Kemit
Ff‘:’;as' Ke,r"t'":?(" ga"gtd"a/'(“ ta" DPMPTSP |antara Usaha Besar (PMA/PMDN) 1 Dokumen 45,000,000.00 FTS}':':S' e_mt' ':T(" Za"gtd"";'l‘(”‘:a" DPMPTSP |antara Usaha Besar (PMA/PMDN) 1 Dokumen 14,999,900.00
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan UMKM di daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan UMKM di daerah
+ umlah Dokumen Peta Potensi Jumlah Dokumen Peta Potensi
i t. Pembuatan P tasi
Fanbustan :"' Potenst Investas - | 'DoMPTSP. |tavsatast Kabusaten Tapannil 2 Dokumen 55,000,000.00 | FEmPUetan K“" Foream Invesiat DPMPTSP |1 | Kabuatin Tapsauil 2 Dokimen 35,000,110.00
Kabupaten/Kota Htsra abupaten/Kota Hiasa
Penyusunan Rencana Umum Jumlah Perda rencana umum Penyusunan Rencana Umum Jumlah Perda rencana umum
Penanaman Modal Daerah DPMPTSP  |penanaman modal daerah - - Penanaman Modal Daerah DPMPTSP | penanaman modal daerah - -
Kabupaten/Kota Tapanuli Utara Kabupaten/Kota Tapanuti Utara
Pemutakhiran data potensi investasi Jumlah daerah yang telah Pemutakhiran data potensi investasi Jumlah daerah yang telah
daerah pada Sistem PIR (Potensi DPMPTSP |dilaksanakan pemutakhiran data 1 Daerah 30,000,000.00 |daerah pada Sistem PIR (Potensi DPMPTSP | dilaksanakan pemutakhiran data 1 Daerah 10,000,000.00
Investasi Regional) potensi investasi Investasi Regional) potensi investasi
T : " = 3

Penyusunan Peta Potensi Investasi DPMPTSP Jumlah Dokumen Peta Potensi 1 Dokumen 25,000,000.00 Penyusunan Peta Potensi Investasi DPMPTSP Jumlah Dokumen Peta Potensi T DBKURER 25,000,110.00

Kabupaten/Kota

Investasi Kabupaten/ Kota

Kabupaten/Kota

pada

Investasi Kabupaten/ Kota

Penyelenggaraan Promosi Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang menjadi Penyelenggaraan Promost & Penyelenggaraan Promosi
DPMPTSP 225,000,000.00 ) X
Kirangin Dasral MPTS P Modal 2 Dok ! :enanaman lV||)odaI za:{men;adll DPMPTSP Pe Modal 2 Dok 54,311,800.00
Kabupaten/Kata diikuti gan Deors paten/Kota diikuti
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2 3 4 S 6 1 8 9 10 11 12
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
Penanaman Modal Daerah DPMPTSP | Promosi Penanaman Modal 3 Dok 140,000,000.00 [Penanaman Modal Daerah DPMPTSP | Promosi Penanaman Modal 1 Dok 39,991,600.00
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota
Penyusunan Strategi Promosi 5 . Penyusunan Strategi Promosi . .
14 T
Penanaman Modal Kewenangan DPMPTSP umlah dokimen strateg) Promosi 1 Dok 85,000,000.00 [Penanaman Modal Kewenangan DPMPTSP Jumlah dokumen strategi Promosi 1 Dok 14,320,200.00

Kabupaten/Kota

Penanaman Modal Kab/ Kota

Kabupaten/Kota

Penanaman Modal Kab/ Kota

Pelayanan Perizinan dan Non kapasitas pelayanan perizinan Pelayanan Perizinan dan Non kapasitas pelay perizi
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu xt:"“ perizinan terpadu satu | Perizinan secara Terpadu Satu Pintu mt:” perizinan t"":‘ satn
dibidang Penanaman Modalyang | DPMPTSP m“’w"'m‘““'"‘""lm"’““ 12 Bulan 129,000,000.00 |dibidang Penanaman Modal yang DPMpTsp |PLtu serta m‘““““!‘ e 12 Bulan 97,999,750.00
menjadi Kewenangan Daerah terhadap pelayanan perizinan U 1gan Daerah terhadap pelayanan perizinan
Kabupaten/ Kota dan non perizinan yang Kabupaten/ Kota dan non perizinan yang
menjadi kewenangan daerah menjadi kewenangan daerah
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan Sinkronisasi Penentapan
Koordm.am danﬁmkromsas, Penetapan DPMPTSP Pem.l‘)en‘an Fasilitas/ Insentif yang 1 Dokumen 5,000,000.00 Koordm.am danfmkromsasr Penetapan DPMPTSP Pe@e@n Fasilitas/ Insentif yang . R
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah menjadi Kewenangan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah menjadi Kewenangan
Kabupaten/ Kota Berbasis Risiko Kabupaten/ Kota Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan Pelayanan Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang . Penyediaan Pelayanan Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang o
Berusaha melalui Sistem Perizinan Mendapatkan Pelaganan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Mendapatkan Pelayanan;Perisinan
b basis Risiko Teri . DPMPTSP | Berusaha melalui Sistem Perizinan 650 Pelaku Usaha 100,000,000.00 B i Berbasi RIElke Tarng . DPMPTSP | Berusaha melalui Sistem Perizinan 650 Pelaku Usaha 72,999,850.00
Berusaha Berl BVSIS Risiko Terintegrasi Bériisaha Berbasis Risiko erusaha Ber aFIS isiko Terintegrasi Berisnti BerbasisiRislko
secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan dan pengelolaan Layanan Jumlah Pelaku usaha yang Penyediaan dan pengelolaan Layanan Jumiah Pelaku usaha yang
konsultasi perizinan berusaha berbasis Memperoleh Layanan Konsultasi konsultasi perizinan berusaha berbasis Memperoleh Layanan Konsultasi
risiko Perizinan Berusaha melalui Sistem risiko Perizinan Berusaha melalui Sistem
DPMPTSP Perizinan Berusaha Berbasis 6 Pelaku Usaha 9,000,000.00 DPMPTSP |1 o inan Berusaha Berbasis 6 Pelaku Usaha 4,999,900.00
Risiko Terintegrasi secara Risiko Terintegrasi secara
Elektronik Elektronik
 jumlah kegiatan usaha dari | jJumlah kegiatan usaha dari
. : S— pelaku usaha yang melakukan T i T pelaku usaha yang melakukan
Km':'"?s' ‘:a"_ljc""k/',”'s“,'f Zem:pa" DPMPTSP | koordinasi dan sinkronisasi 10 Kegiatan Usaha . K°°': sl ‘:a"_lfc"""/'_m'sa:_'fze"e‘:pa" DPMPTSP | koordinasi dan sinkronisasi 10 Kegiatan Usaha -
pemberian fasilitas/insentif daera penetapan pemberian pemberian fasilitas/insentif daera penetapan pemberian
| fasilitas/insentif daerah  fasilitas/insentif daerah
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Jumlah Kegiatan Usaha yang Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Jumlah Kegiatan Usaha yang
pelaporan di bidang perizinan dapat p , analisis, pelaporan di bidang perizinan dapat p It , analisi
berusaha berbasis risiko ! dan pelaporan di bidang berusaha berbasis risiko eval dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbasis risiko perizinan berusaha berbasis risiko
DPMPTSP 20 Kegiatan Usaha 15,000,000.00 DPMPTSP 20 Kegiatan Usaha 20,000,000.00

Lintas Daerah Kabupaten/Kota
bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha

Lintas Daerah Kabupaten/Kota
bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha
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|jumlah kegiatan usaha dari |jumlah kegiatan usaha dari
:::::::’:a": :n:::lk\sy::av:emadi merprargeliige.don 350 pelaku usaha, 29 PROGISS PUOND Sniitianet i dhoin
sinkronisasi sinkronisasi
DPMPPTSP ¢ 400,000,000.00 Modal adi PTSP 22 i 40 Kegiatan Usaha 54,999,000.00
AT PM pemantanan, pembinaan dan Kegiatan Usaha ,000,/ Penanaman Modal yang menjadi DPMPPTS b - Aasi gial ,999,f
Foal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota S
Kabupaten/Kota penga P penga P
penanaman my penanaman modal
Penyelesaian Permasalahan dan Jumlah Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Jumlah Penyelesaian
Hambatan yang dihadapi Pelaku Permasalahan dan Hambat Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Permasalahan dan Hamb
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan | DPMPTSP |yang dihadapi Pelaku Usaha 40 Kegiatan Usaha 50,000,000.00 |dalam merealisasikan Kegiatan DPMPTSP  |yang dihadapi Pelaku Usaha 40 Kegiatan Usaha 15,000,000.00
Usahanya dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dalam merealisasikan Kegiatan
Usahanya Usahanya
Jumlah Pelaku Usaha yang Jumlah Pelaku Usaha yang
Mengikuti Bimbingan Teknis/ Mengikuti Bimbingan Teknis/
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Sosialisasi Implementasi Perizinan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Sosialisasi Implementasi Perizinan
Usaha DPMPTSP | perusaha Berbasis Risiko dan 350 pelaku usaha s Usaha DPMPTSE" | perusaha Berbasis Risiko dan g )
Pengawasan Perizinan Berusaha Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Berbasis Risiko
Jumlah Kegiatan Usaha dari Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha yang Telah Pelaku Usaha yang Telah
Dianalisa dan Diverifikasi Data, Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Pengawasan Penanaman Modal pemprsp |Trofikdan Informasi Kegiatan 40 kegiatan usaha 50,000,000.00 |Pengawasan Penanaman Modal pemprsp |Frofi dan Informasi Kegiatan 40 kegiatan usaha 39,999,000.00

Usaha dari Pelaku Dllakukan
Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan

P lolaan Data dan Inft i

Usaha dari Pelaku Dllakukan
Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi Penilaian

Kepatuhan Pelaksanaan

8 Terlaksananya pemeliharaan |Pengelolaan Data dan Informasi Terlaksananya pemeliharaan
Perizinan dan Non Perizinan yang IS0, dan tersedianya data dan Perizinan dan Non Perizinan yang IS0, dan tersedianya data dan
DPI P 2 Dok 85,000,000.00 D P 2 2 Dok 14,999,900.00
Terintegrasi pada Tingkat Daerah METSP. aformast perizinan dan non 30 Terintegrasi pada Tingkat Daerah PMPTSP linformasi perizinan dan non i
Kabupaten/Kota perizinan bupaten/Kota perizinan
Pengolahan, Penyajian dan Jundah daia dary informasi Pengolahan, Penyajian dan Jumlah data dan informasi
Pemanfaatan Data dan Informasi phinde @tn o S Pemanfaatan Data dan Informasi ':e ";m‘.m 4‘1" o pl: Gl
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis | DPMPTSP e srpeayanan 1 Dok 85,000,000.00 |Perizinan dan Non Perizinan Berbasis DEMPTSR (|ZF2esmosiempsiayanan. 2 Dok 14,999,900.00
. L perizinan berusaha terintegrasi - - perizinan berusaha terintegrasi
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik yang diolah, Slst.em Pelayanan Perizinan Ferusaha secara elektronik yang diolah,
Terintegrasi secara Elektronik dikaji dan dimanfaatkan Terintegrasi secara Elektronik dikaji dan dimanfaatkan
TOTAL PAGU 4,255,476,384.00 TOTAL PAGU 3,177,230,567.00
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2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang datangnya dari masyarakat baik itu

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi

maupun stakeholder yang lain hingga saat ini belum terakomodir. Hal ini

disebabkan ketersediaan dana saat ini sangat minim.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

4 ] . S Besaran/
No Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja - Catatan
(1) () 3) 4) (5) ()
Penyelesaian Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan Permasalahan dan
Hambatan yang DPMPTSP Hambatan yang dihadapi DAK
1 . i
dihadapi Petaky Usahia Kab. Tapanuli Pelaku.Usa_ha dalarr_t 85,497,000.00 N‘O.n
| . Utara merealisasikan Kegiatan Fisik
dalam merealisasikan Usahanya
Kegiatan Usahanya
Jumlah Pelaku Usaha yang
Mengikuti Bimbingan
g | Bimbingan Tekis W o N Non
. erizin on
kepada Pelaku Usaha Utara Beniistihe Berbasis Risiko 313,491,000.00 Fisik
dan Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Jumlah Kegiatan Usaha
dari Pelaku Usaha yang
Telah Dianalisa dan
DPMPTSP Divenﬁkqsi Dqta, Profil dan DAK
3 Pengawasan Kab. Tapanuli Informasi Kegiatan Usaha N
Penanaman Modal g dari Pelaku Dllakukan 170,993,000.00 | "
Utara Inspeksi Lapangan ; serta Fisik
Dllakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan
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3
2
3

Meningkatkan Nilai Investasi

Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan.

Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun
2024, Nilai realisasi investasi tahun 2024 adalah 354,07 Miliar Rupiah, realisasi nilai

investasi tahun 2024 belum mencapai target Nilai Investasi tahun 2024 sebesar 430
Miliar, dengan capaian 82,34%. Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 kami

menetapkan target kinerja sebagai berikut;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Target Kinerja
Tujuan/Sasaran
Indikator
No Tujuan Sasaran Tuj i:a " Pada Tahun
2025
(1) (2 3) ) (7
1 | Meningkatnya Nilai | Meningkatkan Nilai | . . Tiveatand 450.000.000.000
Investasi Investasi
. e Persentase [jin yang 9150
Optimalisasi diterbitkan tepat waktu ¢
Digitalisasi Pelayanan
Perizinan Nilai Indeks Kepuasan 87.70
Masyarakat ’
Meningkatnya Meningkatkan Nilai Nilai AKIP yang
2 | Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja | dikeluarkan 80
Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat
3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pemerintah pada OPD Dinas

Penamanan Modal dan PTSP guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal

yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara:

- Memperhatikan kepentingan masing-masing Sekretariat dan Kepala-

kepala Bidang

- Memperhatikan program kerja Kabupaten Tapanuli Utara

- Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang.

- Memperhatikan skala prioritas yang menunjang Visi dan Misi.

Renja DPMPTSP Tahun 2025

30










PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA @
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTsP —

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/
Insentif Daerah

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik

- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha berbasis risiko.

- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi
Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.

- Pengawasan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
a. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang

Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut

ini:
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Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

'EMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR _
) ﬁAERAH U 1 Pemerintahan Daerah BPK?"ISP 100 Persen 2,904,920,107.00 - 100 Persen 5 3375.240.567-0@
Perencaninan: Peon Faiidan \Jumlah Dokumen Perencanaan,
1. [03. |01.]2. 01. 4 S FRERTERATan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP 20 Dokumen 33,719,990.00 20 Dokumen 39,000,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
201 Jor.[2: o, jooyy, [Penmeman Dolamen Pevencanaant. | o b o Perangkat | DPMPTSP 6 Dokumen 10,000,000.00 | DAU 6 Dokumen 12,000,000.00
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan
2. 118. [01.]2. 01.]0006. |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPMPTSP 2 Laporan 4,999,990.00 | DAU 2 Laporan 7,000,000.00
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2. [18. [01.]2. 01. [0007. |Evaluasi Kinerja Perangkat daerah {‘)‘;:12}}’1 Kapriran Evdluss] Pernugied DPMPTSP 12 Laporan 18,720,000.00 | DAU 12 Laporan 20,000,000.00
s | Jumlah Dok Penatausahaan dan
2. |18. [01.]2. 02. Administrasi Kenangan Peranglat Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran | DPMPTSP 65 Dokumen 2,410,162,602.00 65 Dokumen 2,612,668,118.00
Daerah
dan Tahunan SKPD
2. |18 [01. [2. 02.]0001. |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN %}‘u‘:‘l’!::;ﬂiz“"g MenszimaGal Dan DPMPTSP 25 Orang/ Bulan 2,348,899,402.00 | DAU 25 Orang/ Bulan 2,545,618,118.00
Pelak: Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2.118. |01.|2. 02.{0003. Pengujian,/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DPMPTSP 50 Dokumen 52,263,200.00 DAU 50 Dokumen 53,050,000.00
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen Laporan 1 dokumen Laporan
= JIE JOL 15 G R0 Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DEMETSE Keuangan Sosnme | Pau Keuangan 70000000
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
2. (18, |01. 2. 02.|0007. |Keuangan bulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan | DPMPTSP 14 Laporan 4,000,000.00 DAU 14 Dokumen 7,000,000.00
triwulanan/semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
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'EMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2. [18. |01.]2. 06. Siaircanl i Recugin [ Pimen Asdiisiist Ui DPMPTSP 6 Dokumen 231,963,715.00 6 Dokumen 257,000,000.00
Daerah Perangkat Daerah yang tersedia
Periyedisn Ko onen hustilisi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/
2. [18. |o1. [2. 06.|0001. | " p Penerangan Bangunan Kantor yang DPMPTSP 12 Paket 4,999,700.00 | DAU 12 Paket 7,000,000.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor el
disediakan
2. [18. [01. [2. 06. {0002, |Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | '\ o oo 12 Paket 28,499,215.00 | DAU 12 Paket 40,000,000.00
Kantor Kantor yang disediakan
2. {18. |01.|2. 06.]0003. |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | “™ah Paket Peralatan Rumah Tangga DPMPTSP 12 Paket 7,498,800.00 | DAU 12 Paket 10,000,000.00
yang disediakan
2. |18. |o1.]2. 06. Jooos, |Peryediaan Barang Cetakan dan hamilsh Pt GapmpiCetion dan DPMPTSP 12 Paket 13,000,000.00 | DAU 12 Paket 15,000,000.00
Penggandaan Penggandaan yang disediakan
2. [18. [01.]2. 06. [0008. |Fasilitasi Kunjungan Tamu ’T‘;':ll:"‘ aparan Fasilitas! Kunjungan DPMPTSP 10 Laporan 3,000,000.00 | DAU 10 Laporan 5,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan (Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
7 L . |2. 06. , i ,000,000.00
2. |18. |01.|2. 06. 0009 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPMPTSP 12 Laporan 174,966,000.00 DAU 12 Laporan 180,000,001
Pengadaan Barang Milik Daerah e
2. |18. |01.]2. 07. Penunjang Urusan Pemerintah eimich Bavetg ik Daerat Penunjong DPMPTSP 9 Unit : 10 Unit 100,000,000.00
Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
2. 18. lo1.|2. 07. 0002, Pengad.aan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraap Diflas Operasional DPMPTSP ) . DAU . :
Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan
2. |18. |01.]2. 07.[0005. | Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang disediakan DPMPTSP - - DAU - &
2. [18. |01.|2. 07.|0006. |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |\"™\2h Unit Peralatan dan Mesin Lainnya | o o0 . : DAU 10 Unit 100,000,000.00
yang disediakan
2. 18, lo1. 2. 07.]0010. Pengadaan Sarana dan Prasarana‘ Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung DPMPTSP . a DAU . }
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang
2. [18. |o1.]2. 08. Setpednch jeon Eeanninng rvams. . ol suminiatol Dtk sting DPMPTSP 3 Kegiatan 98,545,100.00 3 Kegiatan 119,000,000.00
Pemerintahan Daerah .
dilaksanakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2. |18. [01. (2. 08.]0001. |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat DPMPTSP 1 Laporan 2,000,000.00 DAU 1 Laporan 2,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
2. 118, [01.|2. 08.{0002. Y . o ’ Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DPMPTSP 36 Laporan 41,940,300.00 | DAU 36 Laporan 62,000,000.00
Daya Air dan Listrik T
yang disediakan
2. [18. |01. |2 08. 0004, |PeYediaan Jasa Pelayanan Umum Imishormr e tan s DPMPTSP 12 Laporan 54,604,800.00| DAU 12 Laporan 55,000,000.00
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah  |Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan,
2. |18. |01.{2. 09. Penunjang Urusan Pemerintahan Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung | DPMPTSP 22 Unit 130,528,700.00 22 Unit 147,572,449.00
Daerah Kantor terpelihara
Il::;y;?l:‘;:: ;:sdaaie:; 2;:‘;2:1’;’2;?21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
2. |18. [01.]2. 09.]0001. : ) . Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara DPMPTSP 5 Unit 94,995,200.00 | DAU 5 Unit 95,572,449.00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan‘dibavaricis paiakiva
Jabatan 24 pajakny
2. |18. [o1. |2 09. |ooos, |Femeliharaan Peralatan dan Mesin Ionlah PR i MM Lshnga e gy oy 10 Unit 11,882,800.00 | DAU 10 Unit 12,000,000.00
Lainnya dipelihara
2. |18, lo. |2, 09. oooo. Pemellharaan/Rehab111QS| Gedung lur.nlah Gedung.Kar!tor dan 'Bangu.n'an . DPMPTSP 1 Unit 19,210,700.00 | DAU 1 Unit 30,000,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Tinilah Gediing Kantor dar Bangumas
2. |18. |01. [2. 09. [0011. |Prasarana Pendukung Gedung Kantor : 8 ftan Sangunany. DPMPTSP 6 Unit 4,440,000.00 | DAU 6 Unit 10,000,000.00
: Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM - :
|PENANAMAN MODAL 3 P@nﬂmﬂn Jumlah Investor DPHPTSP so Investor 50,009.019.00 . 55 Investor 229.000.000.00
Penetapan Pemberian \Jumlah Peraturan Daerah dalam
Fasilitas /Insentif Dibidang Pemberian Fasilitas/Insentif dan
2. |18. {02.|2. 01. Penanaman Modal yang menjadi Kemudahan Penanaman Modal DPMPTSP 1 Dokumen 14,999,900.00 1 Dokumen 170,000,000.00
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai |Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
2.118. ]02.|2. 01. [0001. |Pemberian Fasilitas/Insentif dan Pemberian Fasilitas/Insentif dan DPMPTSP - - DAU 1 Perda 150,000,000.00
Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara
2. [18. (02.]2. 01.[0003. ; yang Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM| DPMPTSP 1 Dokumen 14,999,900.00 | DAU 1 Dokumen 20,000,000.00
Pemerintah Kabupaten/Kota .
di daerah
Pembuatan Peta Potensi Investasi |Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
2. 118. |02.12. 02. Kabupaten/Kota Kabupaten Tapanuli Utara DPMPPTSP 1 Dokumen 35,000,110.00 2 Dokumen 50,000,000.00
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Ielal Peratatzin Deeraht {Peia)
2. |18, (02.]2. 02.]0001. Mo dya] Daerah Kabupaten,/Kota Rencana Umum Penanaman Modal DPMPTSP - - DAU - -
p Daerah Kabupaten/Kota
Pemutakhiran data potensi investasi .
2. |18. [02.]2. 02.|0003. |daerah pada Sistem PIR (Potensi ey S DPMPTSP 1 Daerah 10,000,000.00 | DAU 1 Daerah 15,000,000.00
; ; pemutakhiran data potensi investasi
Investasi Regional)
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
2. 118. [02. (2. 02.{0004. Usaha Kabupaten/Kota Kabuipaten/Kota DPMPTSP 1 Dokumen 25,000,110.00 | DAU 1 Dokumen 35,000,000.00
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EMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

54,311,800.00

3 Event

ImopaL Keikutsertaan pada Pameran Investasi 3 Event ~ 58,788,620.00
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang menjadi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
2. |18. |03.]2. 01. Kewenangan Daevah Promosi Penanaman Modal yang dilkuti DPMPTSP 5 Dokumen 54,311,800.00 5 Dokumen 58,788,620.00
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi i " .
2. [18. |03.]2. 01.{0002. [Penanaman Modal Daerah homalals Dokumen Hastl Kegizian Promos! | oosmes 4 Dokumen 39,991,600.00 | DAU 4 Dokumen 40,000,000.00
Penanaman Modal Kabupaten/ Kota
Kabupaten/Kota
2. [18. {oa.|2. 01. |oooa, [Femynsunan Strategi Promosi Junilsh dokimen strateg! gromosi DPMPTSP 1 Dokumen 14,320,200.00 | DAU 1 Dokumen 18,788,620.00
Penanaman Modal penanaman modal Kabupaten/Kota
R MR NN PRNANANA |TYosn s sy bt et trrer | ot e © 97,999,750.00 92 Persen 93,158,835.00
MODAL waktu i i
Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu |masyarakat yang dilayani
2. |18. 04.|2. 01. dibidang Penanaman Modal yang  |Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan | DPMPTSP | 650 D:"“:"I‘l’l" :‘"’ o 97,999,750.00 630 D"k"";"" e 93,158,835.00
menjadi Kewenangan Daerah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Rengacia Pefyaduan
Kabupaten/ Kota secara Terpadu Satu Pintu
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan [Sinkronisasi Penentapan Pemberian
A 0 10 1 01 10005, pemberian fasilitas /insentif daerah Fasilitas/Insentif yang menjadi RRMFEaE ) i Day G SEIERILNe
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan
2. |18 {04.[2. o1. |ooos, |Perusahamelalui Sistem Perizinan {Pelayanan Perizinan Berusaha melalui DPMPTSP 650 Pelaku Usaha 72,999,850.00 | DAU 650 Pelaku Usaha 75,000,000.00
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi |Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
secara Elektronik Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha
2. |18, [04.]2. 01.|0007. |Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis |melalui Sistem Perizinan Berusaha DPMPTSP 6 Pelaku Usaha 4,999,900.00 DAU 6 Pelaku Usaha 5,000,000.00
risiko Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pelaporan di bidang perizinan berusaha |pemantauan, analisis, evaluasi, dan
berbasis risiko pelaporan di bidang perizinan berusaha . .
2. (18. [04.]2. 01.0008. berbasis #isiko Lintas Dacah DPMPTSP 20 Kegiatan Usaha 20,000,000.00 | DAU 20 Kegiatan Usaha 10,000,000.00
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha
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2.118. 105.} PMM umm. s DLKPM DPMPTSP . 75 P,m : 154,999,000.00 , 80 Persen ssom;ouo.eo
::xndaﬂ:;i::ksana:;nia di Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan
2. |18. |05. yang pengendalian pelaksanaan penanaman DPMPTSP 40 pelaku usaha 54,999,000.00 60 pelaku usaha 360,000,000.00
Kewenangan Daerah odal
Kabupaten/Kota
:ir::;l:ixa::ez?::?ala};:r;l::: Usaha Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
2. 118, 105, A ¥ 'g . p . Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha DPMPTSP 40 Kegiatan Usaha 15,000,000.00 60 Kegiatan Usaha 60,000,000.00
dalam merealisasikan Kegiatan L :
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Usahanya
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
2. [18. |05. . | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha |Implementasi Perizinan Berusaha DPMPTSP - - 350 pelaku usaha 240,000,000.00
Berbasis Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi
Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha . ;
2. |18. |05. . |Pengawasan Penanaman Modal dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; DPMPTSP 40 kegiatan usaha 39,999,000.00 60 kegiatan usaha 60,000,000.00
serta Dilakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan
| 'Lmo&:m PENGELOLAAN DATA DAN |Persentase Data dan Informasi , .
2. |118. |06. i slerM INFORMASI PBNANAMAN Perizinan dan Non Perizinan yang DPMPTSP 80 Persen 14,999,900.00 80 Persen 13,199,835.00
ll::ngel i lol::l;:;t:nd::rli;f:an:asln Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan
2. |18, |06. 1ang Non Perizinan yang Terintegrasi yang DPMPTSP 1 Dokumen 14,999,900.00 1 Dokumen 13,199,835.00
Retistagyns paite Tongicat Dnarnh diolah, dikaji dan di manfaatkan
Kabupaten/Kota v
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan |Jumlah Data dan Informasi Perizinan
Data dan Informasi Perizinan Berbasis |Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
2. [18. |06. A v - . y ; DPMPTSP 1 Dokumen 14,999,900.00 1 Dokumen 13,199,835.00
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha  |Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
TOTAL PAGU 3,177,230,567.00 4,020,387,857.00
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan dan sasaran, serta Rencana Strategis Tahun 2025-2026,
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli
Utara menetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.
Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau
anggaran indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:
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ﬁWERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Kode Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju 2026
= § Urusan/Program/Kegiatan/Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub
a g Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5- | S3547 20 Peranghat | yopioap (sesuai KEPMEN 900.1.15.5- Lokasi | TargetCapaian | Kebutuhandana/ | Kebutuhandana/ | | Catatan "‘“‘“’“'mb‘"‘s
8 g 3406 Tahun 2024 3406 Tahun 2024) Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif % Disa 8
: 35
Z
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
2.|18. TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2. |18.01. PEMERINTAHAN DAERAH :::::‘;‘;’!’; TSRt diere 100 Persen 2,904,920,107.00 |  3,275,240,567.00
KABUPATEN/KOTA
Berehcanaii Pendintaran dan | Jumlah Dokumen Perencanaan,
1. ]03.{01.|2. 01. . : 8angg . Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP 20 Dokumen 33,719,990.00 39,000,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
2. |18.J01.|2. 01.|0001,|Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | DPMPTSP 6 Dokumen 10,000,000.00 12,000,000.00 | DAU -
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan
2,118.101.|2. 01.{0006.| Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan DPMPTSP 2 Laporan 4,999,990.00 7,000,000.00 | DAU - Sekretaris
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.(18.|01.|2. 01./0007.|Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah | DPMPTSP 12 Laporan 18,720,000.00 20,000,000.00 | DAU
_ |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2. |18/01.[2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Laporan Keuangan Bulanan/ S an DPMPTSP 65 Dokumen 2,410,162,602.00 | 2,612,668,118.00
Daerah
dan Tahunan SKPD
2. |18.{01.|2. 02.|0001.|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 'T"u“;;::g‘:;azgza"g Menseima Gaji dan DPMPTSP | 25 Orang/ Bulan 2,348,899,402.00 2,545,618,118.00 | DAU .
Meningkatkan Nilai
Pelaksanaan Penatausahaan dan e . {Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2. {18.101.|2. 02./0003. Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Akuntabilitas Kinerja Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DPMPTSP 50 Dokumen 52,263,200.00 53,050,000.00 DAU -
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen Laporan ’
A {15:10L:12. D3 1000, Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir REMPLSE Keuangan HE0R0e HP0A00100 | DAY ) BRI
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
2. (18.101.|2. 02.{0007.|Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan DPMPTSP 14 Laporan 4,000,000.00 7,000,000.00 | DAU -
SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.118,01./2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumich Dolumen Administrasi lmum DPMPTSP 6 Dokumen 231,963,715.00 257,000,000.00
Perangkat Daerah yang tersedia
Benvedisan Kompoien Hstalas Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/
2.(18.|01.]2. 06.{0001.] . n p Penerangan Bangunan Kantor yang DPMPTSP 12 Paket 4,999,700.00 7,000,000.00 | DAU -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor L o
disediakan
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. B Urusan/Program /Kegiatan/Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub
g s ﬁ, Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5- s‘“"n‘;::a'h“““‘ Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.155- | | TargetCapaian | Kebutuhandana/ | Kebutuhandana/ |o ::':"’“ Penam“‘
§ B2 3406 Tahun 2024 3406 Tahun 2024) Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif i, Sl o
=5 El ¢ 2 r Dana
a
2. 118.l01.12. 06.10002. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket f’era_latan dan Perlengkapan DPMPTSP 12 Paket 28,499,215.00 40,000,000.00 | DAU A
Kantor Kantor yang disediakan
] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
2. 18.{01.|2. 06.|0003.|Penyediaan Peralatan Rumah Tangga discdialean DPMPTSP 12 Paket 7,498,800.00 10,000,000.00 | DAU -
2. |18./01.|2. 06.|000s.|Penyediaan Barang Cetakan dan unish Fedat Sevangistauniion DPMPTSP 12 Paket 13,000,000.00 15,000,000.00 | DAU . Sekretaris
Penggandaan Penggandaan yang disediakan
2.118.|01.[2. 06.|0008.|Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | DPMPTSP Laporan 3,000,000.00 5,000,000.00 | DAU -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2.18.(01.{2. 06./0009. Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPMPTSP 12 Laporan 174,966,000.00 180,000,000.00 | DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah \Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 4
- o ke s Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah okl ke AP0800,800,09
2. 118.101.12. 07.10002. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraa1.1 lenas Operasional DPMPTSP . . . DAU y
atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan
2.118.{01.|2. 07.]0005.|Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang disediakan DPMPTSP - - DAU -
i ; ; Sekretaris
2. |18.|01.|2. 07.{0006.|Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sl L IFFT SRR : 100,000,000.00 | DAU :
yang disediakan
2. 118.l01.]2. 07.l0010. Pengadaan Sarana dan Prlasarana Gedung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung DPMPTSP . DAU N
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatkan Nilai e 7 5 -
2.|18.01./2. 08. Feupadisan i Fruoniang Doy Akuntabilitas Kinerja|/umlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang | ppyiprep 3 Kegiatan 98,545,100.00 119,000,000.00
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang
2.118.|01.|2. 08.]0001.|Penyediaan Jasa Surat Menyurat h’::;:r]:p‘"a" Eemgeiiaa [ vt DPMPTSP 1 Laporan 2,000,000.00 2,000,000.00 | DAU
. . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5 lie oals. @ lp | myetas s Remundloes, Swxbey Dagn Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DPMPTSP 36 Laporan 41,940,300.00 62,000,000.00 | DAU 5 .
Air dan Listrik A Sekretaris
yang disediakan
2.|18.01.[2. 08.{0003.|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiali LaporanPenysdiaan |asa Relayatian || oy 12 Laporan 54,604,800.00 55,000,000.00 | DAU .
Umum Kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah |Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung
2. (18.|01.|2. 09, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor DPMPTSP 22 Unit 130,528,700.00 147,572,449.00
Daerah \yang terpelihara
:eny:li:ii: :;Zaaie;: gal:(h;:::le:ir:r}?i;a:a Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
2. |18.{01.|2. 09.|0001.| ™ 4 ) ) Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara | DPMPTSP 5 Unit 94,995,200.00 95,572,449.00 | DAU .
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas ; :
dan dibayarkan pajaknya
Jabatan
; ’ ; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang :
2.|18.(01.|2. 09.{0006.|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya divelih DPMPTSP 10 Unit 11,882,800.00 12,000,000.00 | DAU
ipelihara Sekretaris
2. 118.101.]2. 09.l0009. Pemehharaan/Re.habll1tasx Gedung Kantor ]urplah Gedung'Kan'tor dan.BanguAn-an . DPMPTSP 1 Unit 19,210,700.00 30,000,000.00 | DAU A
dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan T —
2.18.101.12. 09.|0011.|Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau . B S DPMPTSP 6 Unit 4,440,000.00 10,000,000.00 | DAU -
3 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
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-]
= 8 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub
Sasaran Perangkat tatan nanggung
a b Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5- Da::nh Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5- Lokasi Target Capaian Kebutuhan dana/ Kebutuhan dana/ o ‘(,Ia tin o b
E 8 i 3406 Tahun 2024) Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif | Sbe | Penting g
af M g
OGRAM P! M
2.118.102. ::N ANA :: "EI :%E: Ai‘ A Peningkatan Jumiah Investor DPMPTSP 50 Investor 50,000,010.00 220,000,000.00
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif |Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian
2.118./02.12. 01, Dibidang Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif dan Kemudahan DPMPTSP 1 Dokumen 14,999,900.00 170,000,000.00
menjadi Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam KeoalaBid
2.{18.|02.|2. 01.{0001.|Pemberian Fasilitas/Insentif dan Pemberian Fasilitas/Insentif dan DPMPTSP . - 150,000,000.00 | DAU . Pe""" abidang
Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal erencaflaan,
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara i o
ilitasi i i Pengembangan
2 bintlos |2 0 fogag I astites Remitrmanyany dilskukanvleh Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM | DPMPTSP 1 Dokumen 14,999,900.00 20,000,000.00 | DAU " ” .
Pemerintah Kabupaten/Kota & dserah Investasi
Pembuatan Peta Potensi Investasi \Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
2. {18.(02.|2. 02, Kabupaten/Kota Raibupaten Tapanull Utra DPMPPTSP 1 Dokumen 35,000,110.00 50,000,000.00
I m—— Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
2.118.|02.|2. 02.{0001. Moc{al; Daerah Kabupaten/Kota Umum Penanaman Modal Daerah DPMPTSP = - = DAU - )
p Kabupaten/Kota Kepala Bidang
Pemutakhiran data potensi investasi daerah T T—— Perencanaan,
2. {18.02.|2. 02.{0003.|pada Sistem PIR (Potensi Investasi Meningkatkan Nilai [/"2" ¢a€rah yang telah dilaksanakan 1 Daerah 10,000,000.00 15,000,000.00 Promosi dan
Regional) Tvenas pemutakhiran data potensi investasi Pengembangan
i Investasi
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
2.118.{02.|2. 02.{0004. Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota DPMPTSP 1 Dokumen 25,000,110.00 35,000,000.00 | DAU -
2.|18,03. s b Keikutsertaan pada Pameran Investasi | DPMPTSP 5 Event 54,311,800.00 58,788,620.00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman |Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi
2.|18,03.|2. 01. Modal yang menjadi Kewenangan sl Mot ayng d,,f_’lfuﬁ DPMPTSP 5 Dokumen 54,311,800.00 58,788,620.00
Daerah Kabupaten/Kota
z ’ . : c Kepala Bidan,
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi P g
2.118./03.|2. 01.{0002. Mol Dieyals Kabipaten Kot Penanaman Modal Kabupaten/ Kota DPMPTSP 4 Dokumen 39,991,600.00 40,000,000.00 | DAU - Perencanaan,
Promosi dan
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Jumlah dokumen strategi promosi Pengembangan
2.118.{03.{2. 01.]0003. Modal penanaman modal Kabupaten,/Kota DPMPTSP 1 Dokumen 14,320,200.00 18,788,620.00 | DAU - fivactast
2. {1804, ey e e R o | i 92 Persen 97,999,750.00 93,158,835.00
Y P e .
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lm asyar:}(‘;at’_ly‘:z’:ly di Iayanf:; gen peng
2.[18/0a)2.01  [Secar@ Terpses SuSheih St Jumiah Pelaku Usaha yang mendapatkan | DPMpTsp | 650 Dokumen dan 10 97,999,750.00 93,158,835.00
enanaman Modal yang menjadi Pel Perizi N i pengaduan
Kewenangan Daerah Kabupaten;/ Kota elayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan Sinkronisasi Penentapan Pemberian
2 {15104 2. (11,10005, pemberian fasilitas/insentif daerah Oitinaliaat Fasilitas/Insentif yang menjadi HEMIIGR ) il B )
ptimalisasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kepala Bidang
o Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan g
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha | Pelayanan Perizinan el ayaiag Perizinanagerugs ahanmzrl) i Perizinan
2. |18.|04.|2. 01.{0006.|melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis % sy el DPMPTSP | 650 Pelaku Usaha 72,999,850.00 75,000,000.00 | DAU
Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik
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Kode Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju 2026
= -
= Urusan/Program/Kegiatan/Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub :
H g % Keglatan sesual KEPMEN 900.1.15.5- | 5527 PErangkat| ypiatan (sesual KEPMEN 900.1.15.5- Lokssi | TargetCapaian | Kebutwhandana/ | Kebutuhandana/ o | Catatan | Penanggung
g |8 3406 Tahun 2024 3406 Tahun 2024) Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif | >U¢ | Tentng Jawy
sSpgEl @ 2 r Dana
@
e o
2. |18.|04.{2. 01.{0007.|Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis Y A e . DPMPTSP 6 Pelaku Usaha 4,999,900.00 5,000,000.00 | DAU
- melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
e Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Optimalisasi g Kepala Bidang
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Digitalisasi Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pelayanan
pelaporan di bidang perizinan berusaha Pelayanan Perizinan |pemantauan, analisis, evaluasi, dan Perizinan
berbasis risiko pelaporan di bidang perizinan berusaha .
2.118.{04.]2. 01.{0008. Hethasis risiko Liritas Dagrah DPMPTSP 20 Kegiatan Usaha 20,000,000.00 10,000,000.00 DAU
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Perusahaan yang )
2. 18,05, PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL menyampaikan LKPM DPMPTSP 70 Persen 54,999,000.00 360,000,000.00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman |Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan
2.(18./05.2. 01. Modal yang menjadi Kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman DPMPTSP 50 pelaku usaha 54,999,000.00 360,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota modal
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
2. |18.]05.{2. 01.]0004.|yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha DPMPTSP |40 Kegiatan Usaha 15,000,000.00 60,000,000.00 | DAU
merealisasikan Kegiatan Usahanya dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
2. {18.]05.]2. 01.]0005.|Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis | DPMPTSP - - 240,000,000.00 | DAU Kepala Bidang
Meningkatkan Nilai giSi:,m t.ian .P.engawasan Perizinan Berusaha Pengendalian
Investasi erbasis Risiko : I:elayar{a:,
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha HPZI;:“:)Sla an
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, poran
2.|18.]05.]2. 01.{0006.|Pengawasan Penanaman Modal Frofiiston Inforos Keglatan Usatider DPMPTSP | 40 kegiatan usaha 39,999,000.00 60,000,000.00 | DAU
Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta
Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Persentase Data dan Informasi
2. 118.106, SISTEM INFORMASI PENANAMAN Perizinan dan Non Perizinan yang DPMPTSP 80 Persen 14,999,900.00 13,199,835.00
MODAL dikelola
g::lig;::::Zl;:;t:ud::rli:::;:a:; \Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan
2.118./06./2, 01, x yang Non Perizinan yang Terintegrasi yang DPMPTSP 1 Dokumen 14,999,900.00 13,199,835.00
Terintegrasi pada Tingkat Daerah ; o ;
diolah, dikaji dan di manfaatkan
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Gt Jumlah Data dan Informasi Perizinan Kepala Bid
Data dan Informasi Perizinan Berbasis e e Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan peiabidang
2.18,106.2. 01.10002. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Pela Dalr%:r?lfl’i:;inan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik DEMETSP + Dolaimnen 14,939:900.00 13,199,835.00 | DAU Pelaly'fman
Terintegrasi secara Elektronik 4 yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Perizinan
TOTAL PAGU 3,177,230,567.00 4,020,387,857.00
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA ﬁ
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BABV
PENUTUP

RENJA-DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini merupakan
rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA-DPMPTSP Tahun 2025 - 2026

dalam menunjang tercapainya target tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

Melalui Penyusunan Renja-DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
2025, maka penetapan prioritas Pembangunan daerah yang merupakan Upaya
penjabaran tujuan, sasaran dan target DPMPTSP diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun

dengan perangkat daerah lingkup luar yang membidangi fungsi tertentu.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun
untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan, kami mohon masukan dari semua
pihak agar dokumen ini bisa menjadi lebih bermanfaat dan berguna

kedepannya.

0, = &/ & {
\ ;445 PYJONNER JULIFER, ST
““Z4Nu\PEMBINA TK. I
NIP. 19700718 200502 1 001

Renja DPMPTSP Tahun 2025 44



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA @
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

LAMPIRAN
RENCANA KERJA

(RENJA)
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jin. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, 22411 Provinsi Sumatera Utara
Post-el perizinan@taputkab.go.id, Laman eperizinan.taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
2025;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara Jo. Undang — undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang -
undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal, Jo. Undang - undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);









KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) bertanggung jawab terhadap penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : Juli 2024
KQPEL -DINAS PENANAMAN MODAL DAN
+ "PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAPANULI UTARA,

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;

2. Pertinggal.






C. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Koordinator

Anggota

: Hotmauli Parhusip, SE., MM/Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan

: 1. Juherman Amubi Purba, SE/Analis Kebijakan

2. Tulus Pinta Raja Situmeang, ST/Analis Kebijakan

3. Marulam Silaban, ST/Analis Dokumen Perizinan

4. Ruth Sabrina Matondang, SH/Analis Dokumen Perizinan

5. Susenti Lasmaria Sitorus, A.Md/Pengelola Dokumen Perizinan

/ g‘ JDINAS PENANAMAN MODAL DAN
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